Menimbang

BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK DAERAH
BAGI WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala
Daerah dapat memberikan pembebasan sanksi Pajak Daerah
dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek
Pajak;

bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yvang berdampak pada
perekonomian masyarakat, perlu diambil kebijakan pembebasan
sanksj Pajak Daerah agar dapat meringankan beban ekonomi
masyarakat Kabupaten Ketapang dan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Pajak Daerah Bagi Wajib
Pajak Daerah Kabupaten Ketapang;




Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor
10);
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Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011
Nomor 11});

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011
Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaren Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
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17.
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Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 93};

Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 102};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN SANKS! PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK
DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
Daerah otonomi Kabupaten Ketapang.

Bupati adalah Bupati Ketapang.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang.

Kepala Badén acdalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajb kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
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keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik
dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Pajk Sarang Burung Wal:t adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk‘penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Pajgk Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan vyang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Pajak yang Terutang adalah pajk yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam
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bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah
nomor identitas objk pajak bumi dan bangunan yang
mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar dengan
satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah
desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajk Daerah, vang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak vang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas umum Daerah atau melalui
tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajk Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak
yvang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tammbahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajpk Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang
atau seharusnya dibayar tidak terutang.




27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB,
STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
keringanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk pembebasan
sanksi Pajak Daerah yang terutang bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajk Air
Tanah, Pajk Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. Membantu meringankan beban ekonomi Wajib Pajak dengan
tidak mengesampingkan pembayaran pokok pajak yang
terutang;




b. Mendorong Wajib Pajak membayar kewajiban Pajak Daerah;
dan

¢. Meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak
Daerah.

BAB I1
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 4
Bupati mendelegasikan kewehangan pemberian pembebasan
sanksi Pajak Daerah kepada Kepala Badan.

BAB III
PEMBEBASAN SANKSI PAJAK DAERAH
Pasal 5
(1) Jenis Pajak Daerah yang diberikan pembebasan sanksi,

meliputi:

a. Pajak Hotel,

b. Pajak Restoran;

c. Pajk Hiburan;

d. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;

e. Pajak Air Tanah;

f. Pajak Reklame;

g Pajak Sarang Burung Walet;

h. Pajak Parkir;

[

Pajak Penerangan Jalan; dan
J- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(2) Pembebasan sanksi Pajak Daerah diberikan terhadap:
a. sanksi yang timbul sebagai akibat SPPT dan SKPD tidak di
bayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan;
b. sanksi yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Pajak
terutang di dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD; dan
c. sanksi yang timbul sebagai akibat terlambatnya pelaporan
Pajak dan/atau pembayaran Pajak terutang di dalam
SPTPD.
(3) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok Pajak pada

Bank persepsi atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.



Pasal 6
Pemberian pembebasan sanksi Pajak Daerah berlaku sejak
Peraturan Bupati ini ditetapkan sampai dengan dicabutnya status
bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam dalam Berita

Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 Januari 2022
BUPATI KETAPANG,

ttd
MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAFANG,
ttd

ALEXANDER WILYQO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
o Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
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H. MINTARIA, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199003 1 007




